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PUTUSAN
Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Sglt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Petaling, 27 Agustus 1988,
agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan
Rawa Mangun Dusun lll, RT 002, Desa
Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat,
Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Petaling, 07 Oktober 1984,
agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD,
tempat kediaman Jalan Rawa Merah Dusun 1V,
RT 001 RW 004, Desa Petaling, Kecamatan
Mendo Barat, Kabupaten Bangka, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sungailiat, dengan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal
03 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten
Bangka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
024/24/1/2004, tertanggal 26 Januari 2005;

2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Desa Petaling Banjar selama 2 (dua)
bulan lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di Desa Petaling selama 2
(dua) tahun lebih, lalu pindah rumah pribadi ke Desa Petaling selama 16
(enam belas) tahun lebih, sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- Ferdi Herwanto, laki-laki, lahir di Petaling, 08 September 2005, usia
18 tahun, NIK 1901040809050003, pendidikan SMA;

- Dhia Ulghina, perempuan, lahir di Petaling, 28 April 2012, usia 11
tahun, NIK 1901046804120002, pendidikan SD;

- Fergina Rahmadhani, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2017, usia
6 tahun, NIK 1901047005170001, pendidikan SD;

Saat ini anak-anak tersebut, berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan:

- Tergugat malas bekerja;

- Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan kerja sehingga
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

- Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dengan
alasan yang tidak jelas;

- Tergugat sering pulang ke rumah saat larut malam dalam keadaan
mabuk;

- Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat sering
berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Tergugat diketahui menggunakan narkoba;
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6. Bahwa, puncaknya terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2023, dimana
Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
mabuk, lalu tiba-tiba Tergugat marah kepada Penggugat dan memukul
Penggugat, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat ada masalah
apa, lalu Tergugat menuduh Penggugat telah mendaftarkan Tergugat
untuk rehabilitasi karena menggunakan narkoba. Sehingga terjadi
pertengkaran, lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersamaa;

7. Bahwa setelah dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak
tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan
lebih lamanya,;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalii di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk
itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi
dengan bantuan Mediator Muhamad Syarif, S.H.l., M.H., akan tetapi
sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 November 2023, mediasi tersebut
tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan

jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Sglt
tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil kembali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/1/2004 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat,
Kabupaten Bangka, tanggal 26 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi
1. xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Desa Petaling, Kecamatan
Mendo Barat, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang ikut bersama
Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat
ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

lagi sejak tahun 2022;
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- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena
Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan Tergugat sering
memukul secara fisik Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat
sedang berselsisih paham;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama hampir 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002, Desa Petaling ,
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat
ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi mulai tahun 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut
adalah karena Tergugat sering tidak bekerja, sehingga untuk
kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi, dan Tergugat sering
minum-minuman beralkohol;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat

tidak pernah rukun kembali;
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- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat
menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg. juncto
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengikuti
proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Syarif, S.H.l., M.H., akan
tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 November 2023 mediasi
tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo
telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya mohon agar
Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat
terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam duduk
perkara, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2022 yang
disebabkan oleh:

- Tergugat malas bekerja;
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- Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan kerja sehingga kebutuhan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

- Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dengan
alasan yang tidak jelas;

- Tergugat sering pulang ke rumah saat larut malam dalam keadaan
mabuk;

- Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat sering
berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Tergugat diketahui menggunakan narkoba

Dan puncaknya pada akhir bulan Februari tahun 2023, yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor
876/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, vide
Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2005 yang tercatat di
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut diatas maka harus
dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Januari 2005, dan oleh
karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah,
maka Hakim menilai Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat
dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut diatas pula serta
berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat
terbukti Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan Penggugat
berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang baik secara
absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara a
quo adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1
Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol dan Tergugat
sering memukul secara fisik Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat
sedang berselsisihn paham adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., keterangan Saksi 1 dan
Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah sejak tanggal 26 Januari 2005;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar
terus menerus dalam kurun waktu sejak tahun 2022 sampai tahun 2023
dan telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan Tergugat
sering memukul secara fisik Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat
sedang berselsisih paham;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak
ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah

pecah (broken mariage) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai

dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam

rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras dan telah
memenuhi substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali
dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan
perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmabh;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan
pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang
menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga
maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan yang seharusnya menjadi
pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah
menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan
kebencian;
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Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam
perkawinan dianggap telah pecah (broken marriage), meskipun ikatan lahir
secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional
telah tidak bermanfaat lagi baik bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara mutatis mutandis
suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing, oleh karenanya Majelis berpendapat dalam hal ini tidak lagi
mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu
sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat
dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990
tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan
beralasan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak
terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari
Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu
rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami T.
Mufardisshadri, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan
Ardhi Barkah Apandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aspin
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

T. Mufardisshadri, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Sahram, S.H., M.H. Ardhi Barkah Apandi, S.H.
Panitera Pengganti

Aspin S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 440.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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